
  

 
 

 
 

BUPATI BUTON 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR   15    TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BUTON PADA   
PERSEROAN TERBATAS BANK SULTRA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON, 
 

Menimbang :    a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan  perkembangan 
perekonomian dan pendapatan daerah serta kesejahteraan 
masyarakat di daerah, Pemerintah Kabupaten Buton perlu 
melakukan  investasi dalam bentuk penyertaan  modal  daerah pada 
Perseroan Terbatas                   (PT) Bank Sultra ; 

   b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, penyertaan modal 
pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta 
ditetapkan dengan peraturan daerah; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Sultra; 

 
Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 
   2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 



  

 
 

  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5233); 

  13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan 
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan 
Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4101); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

  17.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5533); 

  19.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  20.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  153  Tahun  2004  tentang  
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan; 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton Tahun  Nomor 63); 



  

 
 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor  18  Tahun 2013 tentang  
Penyertaan Modal Daerah  (Lembaran daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun  Nomor 74); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 
 

dan  
 

BUPATI BUTON 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 
KABUPATEN BUTON PADA PESEROAN TERBATAS BANK  SULTRA. 

 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Buton. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Buton. 

7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau 
asset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya 
dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, 
mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak 
lainnya yang tercantum dalam Daftar Kekayaan atau Neraca Daerah. 

8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan 
modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau 
dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan 
modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan 
dan imbalan tertentu. 

9. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau 
oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD 
atau Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah. 

 


